BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku penerima suap dalam proses
persidangan belum efektif atau maksimal Pasal 1 ayat (1) sub c, dan Pasal
5, 6, 11 dan 12 Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Belum dapat diterapkan secara maksimal, dalam
praktek Undang- Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi yang sering diterapkan kepada pelaku, padahal undang-
undang yang lain juga dapat diterapkan sehingga hukuman yang diterima
lebih ringan, berbeda bila semua undang-undang yang dapat menjerat
pelaku diterapkan seluruhnya akan menimbulkan akumulasi sehingga
dapat memperberat hukuman dan dapat menimbulkan efek jera bagi
pelaku.

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa
dalam perkara pidana korupsi pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun
2001 jo Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yakni dasar pertimbangan
hakim yuridis yaitu pertimbangan hakim yang dilihat dari segi hukum,
berdasarkan alat-alat bukti yang ada,. Selain pertimbangan yuridis hakim
juga menggunakan pertimbangan non yuridis yaitu pertimbangan yang

dilihat dari aspek non hukum, yakni Dalam mempertimbangkan berat



ringannya pidana korupsi hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang
memperberat dan meringankan terdakwa. Hakim juga wajib
memperhatikan sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh serta keadaan-
keaadan pribadinya dalam mempertimbangkan pidana yang dijatuhkann.
Selain itu Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman relevan untuk dijadikan acuan oleh hakim sebagai dasar
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Indikator keberhasilan
peranan Hakim dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia
diukur bukan dari banyaknya terdakwa korupsi yang telah dihukum,
namun apakah putusan hakim sudah adil dan diantaranya sudah
mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas adalah seorang
Jaksa atau Penegak Hukum yang mengetahui hukum dan perbuatanya tidak

di perbolehkan oleh Undang-Undang.

B. SARAN

1. Hakim dalam memutus suatu perkara khususnya tindak pidana
korupsi dapat menjadikan pasal pasal pemberat serta dalam hal
penegakan hukum dengan undang undang korupsi dapat di
berlakukan dengan adil .

2. Hakim dalam memutus suatu perkara khususnya tindak pidana
korupsi dan tindak pidana pencucian uang harus menjatuhkan
putusan maksimal dikarenakan bahwa kejahatan tersebut

merupakan kejahatan luar biasa yang bisa merusak sistem



peradilan negara serta memberikan hukuman yang memebrkan

efek jera.
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B. Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi



